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PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PIDANA 
KHUSUSNYA DI BIDANG PENYIDIKAN DALAM 
PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN HAK 

KONSUMEN1 
Oleh  : Prayzkie2 

 
ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah ketentuan-
ketentuan pidana di bidang perlindungan 
konsumen yang mengatur mengenai jenis-jenis 
tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan 
oleh penyidik  dan bagaimanakah 
pemberlakuan hukum acara pidana khususnya 
di bidang penyidikan dalam pemeriksaan 
perkara pelanggaran  hak konsumen, yang 
dengan metode penelitian hukum normatif 
disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan-ketentuan 
pidana di bidang perlindungan konsumen telah 
mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana 
yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik 
terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya 
akibat melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Sanksi pidana yang dapat diberlakukan berupa 
pidana penjara dan pidana denda sesuai 
dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dan 
dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa: 
perampasan barang tertentu; pengumuman 
keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; 
perintah penghentian kegiatan tertentu yang 
menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 
kewajiban penarikan barang dari peredaran; 
atau pencabutan izin usaha. 2. Pemberlakuan 
hukum acara pidana di bidang penyidikan 
dalam pemeriksaan perkara pelanggaran  hak 
konsumen sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Selain 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan instansi pemerintah yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
perlindungan konsumen juga diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil berwenang melakukan pemeriksaan atas 
kebenaran laporan atau keterangan, orang atau 
badan hukum, pembukuan, catatan, dan 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen dan meminta 
keterangan dan bahan bukti dari orang atau 
badan hukum serta bantuan ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan. 
Kata kunci: konsumen; penyidikan;  
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 
3. Pelaku usaha adalah setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi. Penjelasan Pasal 1 
angka 3 Pelaku usaha yang termasuk dalam 
pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, 
BUMN, koperasi, importir, pedagang, 
distributor dan lain-lain. 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan 
pidana di bidang perlindungan konsumen 
yang mengatur mengenai jenis-jenis 
tindak pidana yang dapat dilakukan 
penyidikan oleh penyidik ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan hukum 
acara pidana khususnya di bidang 
penyidikan dalam pemeriksaan perkara 
pelanggaran  hak konsumen ? 

 
C. Metode Penelitian 

Penelitian hukum normatif merupakan 
metode yang digunakan dalam menyusun 
penulisan ini.  
 
PEMBAHASAN 
A. Ketentuan-Ketentuan Pidana Di Bidang 

Perlindungan Konsumen 
Ketentuan-ketentuan pidana di bidang 

perlindungan konsumen telah mengatur 
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mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat 
dilakukan penyidikan oleh penyidik 
sebagaimana dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Pasal 61. Penuntutan 
pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha 
dan/atau pengurusnya. 

Pasal 62 ayat: 
(1) Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 
(2), dan Pasal 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 

(2) Pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 
(1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 
(1) huruf d dan huruf f dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau pidana denda paling banyak 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

(3) Terhadap pelanggaran yang 
mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetap atau kematian diberlakukan 
ketentuan pidana yang berlaku. 

Sanksi, sanctie, yaitu akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana. 3  Sanksi pidana, strafsanctie, 
yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran 
ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau 
tindakan.4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, mengatur 
mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang 
apabila dilakukan oleh pelaku usaha dapat 
dilakukan proses penyidikan untuk 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
1. Pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang 

memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang : 

                                                             
3Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) 
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.138. 
4Ibid, hal. 138. 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan 
standar yang dipersyaratkan dan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi 
bersih atau netto, dan jumlah dalam 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan 
dalam label atau etiket barang tersebut; 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, 
timbangan dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, 
keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, 
etiket atau keterangan barang dan/atau 
jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, 
komposisi, proses pengolahan, gaya, 
mode, atau penggunaan tertentu 
sebagaimana dinyatakan dalam label atau 
keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan 
dalam label, etiket, keterangan, iklan atau 
promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 

g. tidak mencantumkan tanggal 
kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling 
baik atas barang tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi 
secara halal, sebagaimana pernyataan 
"halal" yang dicantumkan dalam label; 

i. tidak memasang label atau membuat 
penjelasan barang yang memuat nama 
barang, ukuran, berat/isi bersih 
atau netto, komposisi, aturan pakai, 
tanggal pembuatan, akibat sampingan, 
nama dan alamat pelaku usaha serta 
keterangan lain untuk penggunaan yang 
menurut ketentuan harus di 
pasang/dibuat; 

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau 
petunjuk penggunaan barang dalam 
bahasa Indonesia sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Ayat (2) Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan barang yang rusak, cacat 
atau bekas, dan tercemar tanpa 
memberikan informasi secara lengkap dan 
benar atas barang dimaksud. Ayat (3)



Lex Crimen Vol. VIII/No. 1/Jan/2018 

 

96 

 Pelaku usaha dilarang 
memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan 
tercemar, dengan atau tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar. Ayat (4) 
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 
memperdagangkan barang dan/atau jasa 
tersebut serta wajib menariknya dari 
peredaran. 

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
Pasal 9 ayat (1) Pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa 
secara tidak benar, dan/atau seolah-olah : 
a. barang tersebut telah memenuhi 

dan/atau memiliki potongan harga, harga 
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau 
mode tertentu, karakteristik tertentu, 
sejarah atau guna tertentu; 

b. barang tersebut dalam keadaan baik 
dan/atau baru; 

c. barang dan/atau jasa tersebut telah 
mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, 
persetujuan, perlengkapan tertentu, 
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau 
aksesori tertentu; 

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat 
oleh perusahaan yang mempunyai 
sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 
f. barang tersebut tidak mengandung cacat 

tersembunyi; 
g. barang tersebut merupakan kelengkapan 

dari barang tertentu; 
h. barang tersebut berasal dari daerah 

tertentu; 
i. secara langsung atau tidak langsung 

merendahkan barang dan/atau jasa lain; 
j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, 

seperti aman, tidak berbahaya, tidak 
mengandung risiko atau efek sampingan 
tanpa keterangan yang lengkap; 

k. menawarkan sesuatu yang mengandung 
janji yang belum pasti. 

 Ayat (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk 
diperdagangkan. Ayat (3) Pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) 
dilarang melanjutkan penawaran, promosi, 
dan pengiklanan barang dan/atau jasa 
tersebut. 

Sebagai contoh masih banyak produsen 
makanan yang senang menggunakan zat 
pewarna tekstil untuk berbagai produk 
makanan dan minuman karena 
pertimbangan ekonomis. Berkembangnya 
industri tekstil di Indonesia menyebabkan 
zat pewarna tekstil menjadi murah dan 
disalahgunakan pemanfaatannya oleh 
kalangan produsen makanan.5 

2. Pasal 10. Pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan atau 
membuat pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai : 
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau 

jasa; 
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau 

ganti rugi atas suatu barang dan/atau 
jasa; 

d. tawaran potongan harga atau hadiah 
menarik yang ditawarkan; 

e. bahaya penggunaan barang dan/atau 
jasa. 

3. Pasal 13 ayat (2) Pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan obat, obat tradisional, 
suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa 
pelayanan kesehatan dengan cara 
menjanjikan pemberian hadiah berupa 
barang dan/atau jasa lain. 
Hasil Investigasi Awal dan Penyidikan Kasus 
Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan. 
Dalam rangka memberantas dan 
menertibkan peredaran produk obat dan 
makanan ilegal termasuk palsu serta obat 
keras di sarana yang tidak berhak, Badan 
POM telah melakukan investigasi awal dan 
penyidikan kasus tindak pidana di bidang 
obat dan makanan. Upaya ini dilakukan 
secara mandiri maupun bersinergi dengan 
instansi penegak hukun lainnya (dalam 
kerangka Operasi Gabungan Daerah). Pada 
Triwulan II tahun 2012 ditemukan 229 kasus 
pelanggaran di bidang obat dan makanan. 
Dari total kasus tersebut, 48 kasus 
ditindaklanjuti dengan pro justitia dan 181 
kasus lainnya ditindaklanjuti dengan sanksi 
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administratif. Dari 48 kasus pro justitia 
tersebut, belum ada kasus yang mendapat 
putusan pengadilan.6  

4. Pasal 15. Pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa dilarang melakukan 
dengan cara pemaksaan atau cara lain yang 
dapat menimbulkan gangguan baik fisik 
maupun psikis terhadap konsumen. 

5. Pasal 17 ayat (1) ayat (2). Ayat (1) Pelaku 
usaha periklanan dilarang memproduksi 
iklan yang : 
a. mengelabui konsumen mengenai 

kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 
harga barang dan/atau tarif jasa serta 
ketepatan waktu penerimaan barang 
dan/atau jasa; 

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap 
barang dan/atau jasa; 

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau 
tidak tepat mengenai barang dan/atau 
jasa; 

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf (e) 
mengeksploitasi kejadian dan/atau 
seseorang tanpa seizin yang berwenang atau 
persetujuan yang bersangkutan.  
Ayat (2) Pelaku usaha periklanan dilarang 
melanjutkan peredaran iklan yang telah 
melanggar ketentuan pada ayat (1). 

6. Pasal 18 ayat (1) Pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 
membuat atau mencantumkan klausula 
baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila: 
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab 

pelaku usaha; 
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 

menolak penyerahan kembali barang 
yang dibeli konsumen; 

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak 
menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa 
yang dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
untuk melakukan segala tindakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli 

                                                             
6 http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf. Report 
To The Nation: Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat Dan 
Makanan RI Sampai Dengan Triwulan Il (Semester I) Tahun 
2012, hal. 25. 

oleh konsumen secara 
angsuran;mengatur perihal pembuktian 
atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 

e. memberi hak kepada pelaku usaha untuk 
mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen 
yang menjadi obyek jual beli jasa; 

f. menyatakan tunduknya konsumen 
kepada peraturan yang berupa aturan 
baru, tambahan, lanjutan dan/atau 
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya; 

g. menyatakan bahwa konsumen memberi 
kuasa kepada pelaku usaha untuk 
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, 
atau hak jaminan terhadap barang yang 
dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
Ayat (2). Pelaku usaha dilarang 
mencantumkan klausula baku yang letak 
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak 
dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti. Ayat 
(3) Setiap klausula baku yang telah 
ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal 
demi hukum. Ayat (4) Pelaku usaha wajib 
menyesuaikan klausula baku yang 
bertentangan dengan Undang-undang ini. 

Apabila pelaku usaha terbukti secara sah 
dalam pemeriksaan di pengadilan telah 
melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana 
yang telah diuraikan, maka atas perbuatan 
tersebut pelaku usaha dapat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), 
sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Bentuk pelanggaran 
terhadap hak-hak konsumen sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 62 ayat (1) merupakan 
tindak pidana yang dapat menjadi objek 
pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan. 
Penyidikan perkara pelanggaran hak konsumen 
merupakan upaya untuk menemukan tersangka 
melalui pengumpulan bukti-bukti. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur 
bentuk-bentuk pelanggaran lainnya terhadap 
hak konsumen yang dapat dilakukan penyidikan 
oleh penyidik dan apabila terbukti secara sah 
dilakukan oleh pelaku usaha, maka dapat 
dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut: 
1. Pasal 11. Pelaku usaha dalam hal penjualan 

yang dilakukan melalui cara obral atau 
lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan 
konsumen dengan : 
a. menyatakan barang dan/atau jasa 

tersebut seolah-olah telah memenuhi 
standar mutu tertentu; 

b. menyatakan barang dan/atau jasa 
tersebut seolah-olah tidak mengandung 
cacat tersembunyi; 

c. tidak berniat untuk menjual barang yang 
ditawarkan melainkan dengan maksud 
untuk menjual barang lain; 

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah 
tertentu dan/atau jumlah yang cukup 
dengan maksud menjual barang yang 
lain; 

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas 
tertentu atau dalam jumlah cukup 
dengan maksud menjual jasa yang lain; 

f. menaikkan harga atau tarif barang 
dan/atau jasa sebelum melakukan obral. 

2. Pasal 12. Pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan suatu 
barang dan/atau jasa dengan harga atau 
tarif khusus dalam waktu dan jumlah 
tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak 
bermaksud untuk melaksanakannya sesuai 
dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 
dipromosikan, atau diiklankan. 

3. Pasal 13 ayat (1) Pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa 
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah 
berupa barang dan/atau jasa lain secara 
cuma-cuma dengan maksud tidak 
memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikannya. 

4. Pasal 14. Pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dengan memberikan hadiah 
melalui cara undian, dilarang untuk : 
a. tidak melakukan penarikan hadiah 

setelah batas waktu yang dijanjikan; 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui 

media masa; 
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan 

yang dijanjikan; 
d. mengganti hadiah yang tidak setara 

dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 
5. Pasal 16. Pelaku usaha dalam menawarkan 

barang dan/atau jasa melalui pesanan 
dilarang untuk : 
a. tidak menepati pesanan dan/atau 

kesepakatan waktu penyelesaian sesuai 
dengan yang dijanjikan; 

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan 
dan/atau prestasi. 

6. Pasal 17 ayat (1)  huruf (d) tidak memuat 
informasi mengenai risiko pemakaian barang 
dan/atau jasa dan huruf (f) melanggar etika 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai periklanan. 
Periklanan sebagai salah satu sarana 

pemasaran dan sarana penerangan memegang 
peranan penting di dalam pembangunan yang 
dilaksanakan bangsa Indonesia. Sebagai sarana 
penerangan dan pemasaran, periklanan 
merupakan bagian dari kehidupan media 
komunikasi yang vital bagi pengembangan 
dunia usaha, serta harus berfungsi menunjang 
pembangunan”.7  

Setiap produk yang diperkenalkan kepada 
konsumen harus disertai informasi yang benar. 
Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak 
sampai mempunyai gambaran yang keliru atas 
produk barang dan jasa. Informasi ini dapat 
disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan 
kepada konsumen, melalui iklan di berbagai 
media atau mencantumkan dalam kemasan 
produk (barang).8  

Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas 
keamanan, maka setiap produk yang 
mengandung risiko terhadap keamanan 
konsumen, wajib disertai informasi berupa 
petunjuk pemakaian yang jelas. Sebagai contoh, 
iklan yang secara ideal diartikan sebagai sarana 
pemberi informasi kepada konsumen, 

                                                             
7Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang 
Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hal. 172.  
8 Kristiyanti Siwi Tri Celina, Op.Cit, hal. 33-34. 
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seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika 
iklan memuat informasi yang tidak benar maka 
perbuatan itu memenuhi criteria kejahatan 
yang lazim disebut fraudulent 
misrepresentation. Bentuk kejahatan ini 
ditandai oleh (1) pemakaian pernyataan yang 
jelas-jelas salah (false statement), seperti 
menyebutkan diri terbaik tanpa indikator yang 
jelas dan (2) pernyataan yang menyesatkan 
(mislead), misalnya menyebutkan adanya 
khasiat tertentu padahal tidak.9  

Penggunaan teknologi tinggi dalam 
mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan 
menyebabkan makin banyaknya informasi yang 
harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Di 
sisi lain mustahil mengharapkan sebagaian 
besar konsumen memiliki kemampuan dan 
kesempatan akses informasi secara sama 
besarnya. Apa yang dikenal dengan consumer 
ignorance, yaitu ketidakmampuan konsumen 
menerima informasi akibat kemajuan teknologi 
dan keragaman produk yang dipasarkan dapat 
saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh 
pelaku usaha. Itulah sebabnya, hukum 
perlindungan konsumen memberikan hak 
konsumen atas informasi yang benar yang di 
dalamnya tercakup juga hak atas informasi 
yang proporsional dan diberikan secara tidak 
diskriminatif.10 

Perbuatan pidana menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.11 Perkara pidana, 
strafzaak, yaitu delik yang merupakan objek 
perkara pidana.12 Tindak pidana, yaitu: setiap 
perbuatan yang diancam hukuman sebagai 
kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut 
dalam KUHPidana maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya. 13 Perbuatan 
pidana semata menunjuk pada perbuatan baik 
secara aktif maupun secara pasif, sedangkan 

                                                             
9 Ibid, hal. 34. 
10

 Ibid, hal. 35. 
11Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan 
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,  2011,hal. 97. 
12 Andi Hamzah Op.Cit,hal. 118. 
13 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya 
A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & 
Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, 
Visimedia, 2012, Jakarta. hal. 311 

apakah pelaku ketika melakukan perbuatan 
pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, 
bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, 
tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban 
pidana.14  

Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas 
terkandung makna bahwa suatu perbuatan 
pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-
unsur: 
1. Adanya perbuatan manusia; 
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan 

ketentuan hukum; 
3. Adanya kesalahan; 
4. Orang yang berbuat harus dapat 

dipertanggungjawabkan.15 
Bilamana suatu perbuatan dapat disebut 

sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan 
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, 
sebagai berikut:16 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wetterlijkeomshrijving); 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 

(melawan hukum); 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan 

(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; 
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana. 
 
B. Pemberlakuan Hukum Acara Pidana Di 

Bidang Penyidikan Dalam Pemeriksaan 
Perkara Pelanggaran  Hak Konsumen 
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengertian 
Penyidikan, sebagaimana dirumuskan dalam 
Pasal 1 angka 2. Penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya.17 

Penyidik adalah pejabat polisi negara 
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. Pasal 1 angka 3. Penyidik pembantu 

                                                             
14 Ali Mahrus, Op.Cit.  hal. 97 
15 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika 
Aditama, Bandung, 2008, hal. 12. 
16 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l. 
Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 163-164. 
17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 
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adalah pejabat kepolisian negara Republik 
Indonesia yang karena diberi wewenang 
tertentu dapat melakukan tugas penyidikan 
yang diatur dalam undang-undang ini, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 
tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni 
tahap penegakan hukum in abtracto oleh 
badan pembuat undang-undang (tahap 
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni 
tahap penerapan hukum pidana oleh para 
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). 
Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 
aparat-aparat pelaksana pidana (tahap 
eksekutif atau administrasi).18  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, telah 
mengatur mengenai pelaksanaan hukum acara 
pidana khususnya bagi penyidik untuk 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
pelanggaran atas hak-hak konsumen, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 ayat: 
(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan instansi pemerintah 
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 
di bidang perlindungan konsumen juga 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran 

laporan atau keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang 
perlindungan konsumen; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang 
atau badan hukum yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang 
perlindungan konsumen; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti 
dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan peristiwa tindak 

                                                             
18Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan 

Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,hal. 2-3. 

pidana di bidang perlindungan 
konsumen; 

d. melakukan pemeriksaan atas 
pembukuan, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perlindungan konsumen; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga terdapat bahan 
bukti serta melakukan penyitaan 
terhadap barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara 
tindak pidana di bidang perlindungan 
konsumen; 

f. meminta bantuan ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang perlindungan 
konsumen. 

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan hasil penyidikannya kepada Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia. 

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 59 
ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, maka adanya penggunaan istilah 
“selain” yang digandengkan dengan istilah 
istilah “juga” maka dapat diketahui bahwa 
wewenang khusus sebagai penyidik tidak saja 
diberikan kepada pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia tetapi juga kepada Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perlindungan 
konsumen.19 

Secara keseluruhan ketentuan Pasal 59 ini, 
memberikan kewenangan yang luas kepada 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perlindungan 
konsumen. Kewenangan tersebut diatur dalam 
ayat (2) dari Pasal ini. Untuk menjalankan 
kewenangan yang ada Penyidik Pejabat 
Pengawai Negeri Sipil yang dimaksud, 
diisyaratkan untuk melakukan pemberitahuan 
atas dimulainya penyidikan kepada Penyidik 

                                                             
19Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hal. 270. 
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Pejabat Polisi Negara. Pemberitahuan seperti 
itu juga berlaku atas hasil penyidikan yang 
dilakukan. Seterusnya Penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan 
tersebut kepada Penuntut Umum, melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara.20 

Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana 
diuraikan di atas memiliki korelasi yang kuat 
dengan tugas dan kewenangan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 
Artinya adanya pelaksanaan tugas atau 
wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil dimaksud, didasarkan pada laporan Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
berkenaan dengan adanya dugaan tindak 
pidana di bidang perlindungan konsumen, baik 
yang diperolehnya dari hasil pengawasan 
dan/atau penelitian yang dilakukannya sendiri, 
pengaduan konsumen dan/atau hasil 
pemeriksaan dalam rangka penyelesaian  
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, 
namun demikian yang menjadi persoalan 
adalah tentang laporan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pihak 
penyidik, karena dalam Pasal 52 huruf (d) 
ditentukan bahwa Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) melaporkan  
kepada “Penyidik Umum” bukan kepada 
“penyidik yang diberi kewenangan khusus”. 
Ketentuan ini memberi kesimpulan tentang 
adanya mata rantai yang panjang, sebelum 
laporan itu diterima Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil yang melakukan tugas.21  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan 
dalam Pasal 52. Tugas dan wewenang badan 
penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 
huruf (d) melaporkan kepada penyidik umum 
apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam 
Undang-undang ini. Huruf (i) meminta bantuan 
penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana 
dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak 
bersedia memenuhi panggilan badan 
penyelesaian sengketa konsumen. 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, telah 
mengatur dalam Pasal 56 ayat: 

                                                             
20 Ibid, hal. 270. 
21Ibid, hal. 271. 

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak menerima putusan badan 
penyelesaian sengketa konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
pelaku usaha wajib melaksanakan putusan 
tersebut. 

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan 
kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja setelah menerima 
pemberitahuan putusan tersebut. 

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan 
keberatan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dianggap menerima putusan badan 
penyelesaian sengketa konsumen. 

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan 
oleh pelaku usaha, badan penyelesaian 
sengketa konsumen menyerahkan putusan 
tersebut kepada penyidik untuk melakukan 
penyidikan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa 
konsumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan bukti permulaan yang 
cukup bagi penyidik untuk melakukan 
penyidikan. 

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 56 
ayat (4) dan ayat (5) UUPK dalam kerangka 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Acara Pidana (KUHAP), yaitu: 
1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; 
2. Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan 

Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan Republik Indonesia.22 

Kewenangan penyidik PPNS dilaksanakan 
dengan berkoordinasi dengan penyidik POLRI. 
Koordinasi ini penting dilakukan dalam 2 hal: 
Pertama, penyidik pejabat pegawai negeri sipil 
memberitahukan: 
1. Dimulainya penyidikan yang dalam praktik 

lazim disebutkan Surat Pemberitahuan 
Dilakukannya Penyidikan (SPDP), dan 

2. Hasil penyidikan kepada penyidik POLRI yang 
dapat berupa: 
a. Cukupnya bukti sehingga perkara tindak 

pidana di bidang perlindungan konsumen 
yang bersangkutan diteruskan pada 
tingkat penuntutan, atau 

                                                             
22 Susanti Adi Nugroho, Op.Cit, hal. 331-332. 
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b. Tidak cukupnya bukti sehingga perlu 
dikeluarkan perintah penghentian 
penyidikan. 

Kedua. Penyampaian hasil penyidikan 
kepada penuntut umum dilakukan melalui 
Penyidik POLRI, jadi proses penuntutan tindak 
pidana di bidang perlindungan konsumen sama 
halnya dengan yang lazim dilakukan dalam 
perkara pidana biasa. Hanya pada proses 
penyidikannya yang berbeda. Pada proses 
penyidikan, peran penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) sangat penting karena 
dianggap memiliki keahlian khusus sehingga 
harus diberikan wewenang khusus.23 

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, 
Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang 
mengatur tentang bagaimana cara alat-alat 
perlengkapan pemerintah melaksanakan 
tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, 
oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus 
dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok 
orang yang melakukan perbuatan pidana.24 

Perbedaan dengan hukum pidana adalah 
hukum pidana merupakan peraturan yang 
menentukan tentang perbuatan yang tergolong 
perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang 
harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat 
dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan 
pidana yang dapat dihukum dan macam-
macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada 
pelaku perbuatan pidana.25  

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Ketentuan-ketentuan pidana di bidang 

perlindungan konsumen telah mengatur 
mengenai jenis-jenis tindak pidana yang 
dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik 
terhadap pelaku usaha dan/atau 
pengurusnya akibat melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan-ketentuan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana yang 
dapat diberlakukan berupa pidana penjara 
dan pidana denda sesuai dengan jenis tindak 
pidana yang dilakukan dan dapat dijatuhkan 
hukuman tambahan berupa: perampasan 
barang tertentu; pengumuman keputusan 
hakim; pembayaran ganti rugi; perintah 

                                                             
23 Ibid, hal. 333. 
24 Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 82. 
25 Ibid. 

penghentian kegiatan tertentu yang 
menyebabkan timbulnya kerugian 
konsumen; kewajiban penarikan barang dari 
peredaran; atau pencabutan izin usaha.  

2. Pemberlakuan hukum acara pidana di 
bidang penyidikan dalam pemeriksaan 
perkara pelanggaran  hak konsumen sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, Selain Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang perlindungan 
konsumen juga diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana 
yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil berwenang melakukan 
pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan, orang atau badan hukum, 
pembukuan, catatan, dan dokumen lain, 
serta melakukan penyitaan terhadap barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti 
dalam perkara tindak pidana di bidang 
perlindungan konsumen dan meminta 
keterangan dan bahan bukti dari orang atau 
badan hukum serta bantuan ahli dalam 
rangka pelaksanaan tugas penyidikan. 

 
B. Saran 
1. Ketentuan-ketentuan pidana di bidang 

perlindungan konsumen perlu dijadikan 
dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan 
penyidikan, apabila ada bukti permulaan 
yang cukup telah terjadi bentuk-bentuk 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha 
yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. 
Pemberlakuan sanksi pidana terhadap 
pelaku usaha yang telah terbukti secara sah 
bersalah dalam pemeriksaan di pengadilan, 
perlu diberlakukan secara tegas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
guna memberi efek jera bagi pelaku dan bagi 
pihak lainnya sebagai peringatan untuk tidak 
melakukan perbuatan yang sama. 

2. Pemberlakuan hukum acara pidana di 
bidang penyidikan dalam pemeriksaan 
perkara pelanggaran  hak konsumen perlu 
didukung oleh koordinasi dan kerjasama 
antara Penyidik Pejabat Polisi Negara 
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Republik Indonesia dan Penyidik Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil, baik pada saat 
dimulainya penyidikan dan ketika hasil 
penyidikannya akan disampaikan kepada 
Penuntut Umum. 
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